
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA EARAT

NOMOR 1vti. AIK?TS/ Vftr IZOZ}

TENTANG

PBNGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI
ANTAR WAKTU (PA!Y} MENJADI ANGGOTA BAI}AN PERMUSYABAWATAN DESA (BPD) DEF'INITIF'

PADA 2 {DUA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Meninrbang .

BUPATI HALMAI{ERA BARAT

a. Bahr.va sehtrbungan dengan adanya Pengunduran diri 3 (Tiga) Anggota Badan
Permusyarvaratan Desa (BPD) pada 2 (Dua) desa di Kecamatan Jailolo Selatan
Kabupaten Halnrahera Barat, maka dipandang perlu menetapkan pengesahan
pengangkatan Anggotan Badan Pennusvar.varatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu
(PAW) rnenjadi Anggota Badan Permusyarvaratan Desa (BPD ) Detlniti{'pada Desa Ulo
Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat,

b" Bahr,ta berdasarkan perlirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
I(eputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyar,varatan
Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada 2 (Dua) Desa Kecamatan Jailolo
Selatan Kabupaten Halmahera Barat:

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor l'ahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Srvantantra Tingkat Ii dalam Wrlayah Daerah
Swantantra Tingkat i Maluku menjadi Undang-undang;

2. Lindang-un<iang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pernbentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. lJndang-undang Nomor I 'fahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halnrahera
lJtara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Su]a, Kabupaten Haimahera
Timur dan Kota Tidore KepurlaLran di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
5. Undang-undang Nonror 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahr"rn 2022,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 20,I4 l-entang Peraturan pelaksanaan Undang-r"rndang
Nornor 6 Tahun 2014 Tentang l)esa;

8. Peraturan Pernerintah Nomor l2 Tahun ZAD.
9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri RI No 110 l'ahun 2A16 Tentang Badan

Mengingat

Pe rm usyalr,aratan Desa;
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahln2A20;
Peraturan Daerah Kabupaten l{almahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badari
Permusyararvatan Desa:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nonror 6 Tahun 2A16 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

13. Peraturan I)aerah Kabupaten Halmahera Rarat Nomor 5 fahun 2A22.
tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A23:

14" Peraturan Bupati Hahnahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang
penjabaran APBD Tahr-rn Anggaran 2AT.
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M



Memperhatikan

Menetapkan :

KESATU .

KEDUA :

KETIGA .

KEEMPAT .

KELIMA .

I(ETU.TUH :

: Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140i7112023 tanggal 17 April 2023 Perihal Usulan

Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD.

MEMUT'USKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif
Pregantian Antar Waktu (PAW) pada2 (Dua) Desa di Kecamatan .lailolo Selatan l(abupaten

Halmahera Barat;

Masa Bhakti Anggota Badan Pennusl,awaratan Desa (BPD) Pergarrtian Antar Waktu adalah

melnjutkan sisa masa bhakti Anggota ISadan Pennus,var,raratan Desa (llPD) 3,'ang di gantikan

dan sesudahnSra di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pililr kernbali 1 (sattr) kali
n-rasa j abatan beri kutnya:

Bagi Anggota Badan Permusyawaratafi Desa (BPD) periode sebelumnva )iang di karenakan

sesuatu dan lain hal telah mengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabr"rpaten

Hahnahera Barat dengan ini rnenlampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang

setingi-tingginya atas Dhanna Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini:

Badan Permusyawaratan l)esa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan

tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman
pada ketentuan Perundang- undan gan yang berlak u,

Anggota Badan Permusyaq,.aratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti.
maka secara otornatis Anggota Badan Permusyarvaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu
menggantikannya;

Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor
119/KPTS/XnA19 hnggal 31 Oktober 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota
Badan Permusyanaratan Desa (BPD) pada Desa Tataleka di Kecamatan .lailoio Selatan

Kabupaten Halmahera Barat ( khusus nor-nor urut 0l ) dan Keputusan tsupati Halmahera
Barat Nomor 12T/KPTS/XI12AI9 hnggal 19 November 2A19 tentang Pengesahan

Pengangkatan Anggota Badan Permusyar.varatan Desa (BPD) pada 4 ( [:rnpat) Desa ) di
Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ( khr"rsus nomor urr"rt 0l dan 04 Desa

l{ijrah) di cabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal ' ib 4gv999 202i

BfIPATI HALMAHERA

Tembusan . disampaikan kepada;
Yth. l. Gubernr"u'Maluku Utara di Sofifi.

2. Kepaia Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Hahrahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Kab. l{alniahera Baral di Jailolo
4 K.rbag Tata Pemerintahan Setda Kab, Halmahera Barat di Jailolo.
5. Cairrat Jaiiolc Selatan di Domato.
6 l'ang bersangkutan untuk riiketall"ri dan seperlunya"

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kabag Hukum & Org

JAMES UANG



L,{N/IPIRAN

DAFTAR

h1IPUTUSAN BUPATI HALL{AHERA BALAT NON,fORI4 AIT(PTSI V II'I/TAHUN 2a23

TA-|,IGGAL 1/" AkuEt-v9 te11uN 202i

: PENGESAHAN PENGANGKi\TAN ANGGOTA T}ADAN PERN,fi"ISYAWARATAN DESA TBPD-}

PERGANTI,$J ANTAR W:\KI'LI (PAW) PADA 2 (DUA ) DESA DI KECAMATAN JAILOI-O SELATAN
KABL]P ATEN I{ALM AHER*A B ARA'I KABLP ATE}{ HALMAHE RA B ARA T

BUPATI }IAT,MAHERA

JAPIES T]ANG

NO NTLMADESA NAMAANGGOTAYANG
BERAKHIR MASA TUGAS

NAMAANGGOTAYANG
DIANGKAT

JABATAN

I 1 3 4

1. HIJRTE t.
2.

SA}RUDIN AI{MA'T
ARW1A Hl ABDULLT\FI

l.
)

ABDULLAH Hi AJ1D
SAID ABD SALAM

A}IGCOTA
r\lq-GGOTA

t. TATALEX*A I AL.]AFRI YAMTIi 1. 1RWAN USMAN ANGGOTA

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kabag Hukum & Org


